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PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Mojokerto

. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinaz-Dinas Kota

Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dengan Peraturan
Walikota Mojokerto.

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Kecit dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat; |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. fentang Keuangan
‘Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
4286) ;

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); |

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) :



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia _Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelofaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) : ' -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4737) :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubeh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturain Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

Peratqran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

FPeraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Crganisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kota adalah Kota Mojokerto:



Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
Vvalikota adalah Walikota Mojokerto;
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;

AR

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Mojokerto;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Mojokerto.
BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Mojokerto terdiri atas : |
a. Kepala;
L. Sekretariat;
c. Bidang Kebersihan:;
d. Bidang Pertamanan;
e. Bidang Sarana Prasarana dan Penyulthan:
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas. |

(3) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan P.ertamanan

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan,

kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas
Kebersihan dan Pertamanan:

b. - Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dar
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;



(1)

(2)

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan
kearsipan;

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungen
masyarakat dan inventarisasi;

g. Pelaksanaan  koordinasi terhadap kegiatan yang
dilaksanakan di lingkungan dinas.

Pasal 4

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Penyusunan Program :

b. Sub Bagian Keuangan ;

Cc. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

~asal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

a.

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan program kerja dan rencana kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
dibidang Kebersihan dan Pertamanan:

Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
dinas;
Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas:

Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program
kerja dan renczana kerja bidang Kebersihan dan Pertamanan;

Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
program kerja;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya. '

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

d.

Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas;

Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan
keuangan lainnya;

Menyusun can menyiapkan laporan pertanggungjawaban
keuangan,

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuail dengan bidang tugasnya.

hPasal?

Sub Bagian Kepegawszaian dan Umum mempunyai tugas :

d.

(1)

(2)

Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta
data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengeloiaan
administrasi kepegawaian;

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan
pemberian informasi dan hubungan masyarakat;

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan
barang milik dinas sena mengurus pemeliharaan kebersihan dan
Keamanan kantor;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya. i

FJ

Pasal 8

Bidang Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan

rencana kebutuhan teknis operasional pelaksanaan kebersihan,
pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pengangkutan
dan pembuangan sampah, pemusnahan dan pemanfaatan
sampah dengan cara-cara yang memadai, evaluasi dan
pengendaiian pelaksanaan kebersihan serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya: '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan teknis
operasional kebersihan jalan-jalan raya, taman-taman kota,

lapangan terbuka, lapangan olah raga dan trotoar:

b. Penyelenggaraan pembersihan sampah di jalan-jalan raya,
taman-taman kota, lapangan terbuka, lapangan olah raga
dan trotoar;



(1)

@

¢. Penyelenggaraan pembangunan, penetapan dan pemelihe-
raan sarana dan prasarana kebersihan, baik berupa Tempat
Pembuangan Sementara (TPS), jembatan pemindahan
sampah (transfer depo) maupun Tempat Pembuangan Akhir
(TPA);

d. Pemeliharaan ketertiban pembuangan sampah, baik pada
1PS, Jembatan pemindahan sampah (tranfer cepo) maupun
TFA; |

e. Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan, pembuangan,
pemanfaatan, penyemprotan dan pemusnahan sampah:

f.  Pengelclaan retribusi kebersihan (pendataan, penghitungan,
penetapan dan penagihan);

g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban
terhadap segala kegiatan masyarakat yang dapat
menggangu terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi
dan indah:

h.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
fugas. |

Pasal 9

Bidang Kebersihan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
a. Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum ;

b. Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampat -

c. Seksi Pengelolaan TPA.

SekKsl-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mabmg masing

dipimpin oleh seorarig Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

rasal 10

Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas ;

d.

Melaksanakan pengumpulan dan pembersihan sampah di jalan-

jalan umum (badan jalan), taman-taman kota dan Iapangan
terbuka;

Melaksanakan pembangunan, penetapan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kebersihan berupa TPS dan Jembdtan
pemindahan sampah (transfer depo);

Merencanakan dan menginventarisir peralatan yang diperlukan
dalam melaksanakan pembersihan sampah di jalan-jalan umum
(badan jalan), taman-taman kota dan lapangan terbuka:



d. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap sisa-sisa
bangunan di tepi jalan raya yang dapat menggangu kebersihan
dan keindahan lingkungan;

e. Melaksanakan pengelolaan retribusi kebersihan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku:

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan menginventarisasi segala peralatan yang
diperlukan dalam kegiatan penampungan dan pengangkutan
sampah; | '

b. Melaksanakan penampungan dan pengangkutan sampah dari
TPS dan jembatan pemindahan sampah (transfer depo) ke TPA,;

c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah baik pada TPS
maupun pada jembatan pemindahan sampah (transfer depo);

d. Memelihara. ketertiban pengambilan dan pengangkutan sampah
pada TPS serta pelaksanaan pengangkutan sampah;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan TPA mempunyai tugas;
a.  Melaksanakan pembangunan, penetapan pemeliharaan dan
perawatan TPA:; ;

b.  Menyelenggarakan perencanaan dan inventarisasi peralatan
yang diperiukan dalam pengelolaan TPA:

c. Memelihara ketertilban pembuangan sampah pada TPA!
d. Menyeienggarakan kegiatan atau upaya-upaya permusnahan

dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai agar
tidak mengganggu lingkungan:

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan petaporan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 13

(1) Bidang Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan pembangunan pertamanan dan pemakaman umum,
pemeliharaan dan penyelamatan kelestarian taman dan
melaksanakan registrasi dan administrasi pemakaman umum
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya: |

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis kegiatan pembangunan,
peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi  dibidang
pertamanan;

b. Penyelenggaran pengelol-aan pertamanan, dekorasi kota
dan pemakaman umum: |

c. Penyelenggaraan penghijauan taman kora termasuk
lapangan olah raga, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat
umum;

d. Penyelenggaraan kegiatan pembibiian tanaman hias dan
~ tanaman lindung untuk pertamanan dan penghijauan kota:

e. Pelaksanzan pengawasan dan penyelamatan kelestarian
taman, ruang terbuka hijau dan lapangan olah raga;

f. Pe'm-berian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang
terbuka hijau;

g. Pelaksanaan registrasi dan administrasi pemakaman umum;

h. Pzlaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap permasala-
han dibidang pertamanan dan pemakaman umum.

Pasal 14

(1) Bidang Pertamanan terdiri atas 2 (dua) sekst yaitu:
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman:
b. Seksi pemeliharaan Taman.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibawah dan bertanggung—
Jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.



Pasal 15

Sekst Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas:

d.

Menyusun analisa kebutuhan untuk pembangunan dan
peningkatan taman-taman kota, ruang terbuka hijau, dekorasi kota
dan pemakaman umum:

Menginventarisasi luas taman-taman Kkota, monumen/tugu
peringatan dan lapangan olah raga serta jenis tanaman dan
kelengkapan taman lainnya;

Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan terhadap
keigstarian  dan  keindahan pertamanan kota beseria
kelengkapannya;

Menginventarisasi peralatan-peralatan vang diperfukan dalam
usaha pembentukan dan peningkatan taman-taman kota, ruang
terbuka hijau, dekorasi kota dan pemakaman umum;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepald
Bidang Pertamanan sesuai bidang tugasnya.

Fasal 16

Seksl Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :

d.

(1)

Melaksanakan pengelolaan pertamanan ruang terbuka hijau dan
dekorasi kota untuk menciptakan lingkungan yang asri, rapi, indah
dan nyaman;

Melaksanakar pemeliharaan, inventarisasi dan rehabilitasi sarana
prasarana pemakaman umum serta pemberian ijin dan pelayanan
permintaan penguburan jenazah:

Merencanakan dan menginventarisasi peralatan yang diperlukan
dalam melaksanakan tugas:

Melaksanakan pembibitan tanaman hias serta tanaman lindung
untuk pertamanan dan penghijauan kota:

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Sarana Prasarana dan penyuluhan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan. inventarisasi,
perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana dan penerangan
Jalan, penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada



10

masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
¥.2pala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaha dimaksud pada
ayat (1) Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan mempunyai
fugas: |

a. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang lainnya untuk
menyusun kebutuhan sarana prasarana, termasuk alat-alat
berat, peralatan angkutan sampah dan peralatan lain yang
dibutuhkan; |

b.  Penyelenggaraan inventarisasi peralatan perbengkelan:

c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan

perbaikan segala kendaraan dan sarana prasarana lain milik
Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

d. Penyelenggaraan pemasangan, pemeliharaan  dan
perbaikan lampu-lampu penerangan jalan;

e. Penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan
dan bimbingan kepada masyarakat guna menumbuhkan
partisipasi aktif dalam usaha menciptakan lingkungan dan
pertamanan yang bersih, sehat, rapi dan indah:

f.  Penyelenggaraan laporan secara periodik san berkala
tentang keadaan dan penggunaan sarana prasarana serta
kegiatan perawatan dan perbaikan sarana prasarana.

Pasal 18

(1) Bidang Sarana dan Penyuluhan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
a. SeksiPenerangan Jalan :
b. Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan :
c. SeksiPenyuluhan.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab  kepada Kepala Bidang Sarana
dan Prasarana dan Penyuluhan. -

Pasal 19

Seksi Penerangan jalan mempunyai tugas:

a.  Melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan rencana
teknis pemasangan lampu-lampu penerangan jalan;
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Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi
lampu-lampu penerangan jalan;

Menyusun rencana kebutuhan barang-barang dan peralatan
sebagai bahan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan
lampu-lampu penerangan jalan:

Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
lampu-lampu penerangan jalan:

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 20

Seksi Sarana Prasa-ana dan Perbengkelan mempunyai tugas:

d.

Membuat jadwal perawatan dan perbaikan secara periodik
semua kendaraan dan peralatan :

Merencanakar.  kebutuhan suku cadang beserta
perlengkapannya dan kebutuhan lain-lain  untuk kepentingan
pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan:

Melaksanakan perawatan dan perbaikan semua kendaraan dan
peralatan;

Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan
dan perawatan peralatan dan kendaraan:;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang
tugasnya

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a.

Merencanakan program penyuluhan mengenai lingkungan yang
bersih, sehat, rapi dan indah: *

L

Menyusun rencana teknis penyuluhan dan menentukan sistem,
pola dan metoda serta menylapkan materi  penyuluhan
kebersihan dan pertamanan- |

Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat guna
menggalang dan menumbuhkan partisipasi aktif dan usaha
menciptakan lingkungan dan pertamanan yang bersih, sehat.
rapi dan indah:



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

12

Membuat laporan dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat dalam usaha menciptakan kebersihan dan
keindahan lingkungan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang

fugasnya.
Pasal 22

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;

Kélompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal inl dipimpim oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
selaku ketua kelompok vyang berada di bawah  dan
betanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalem sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban kerja yang ada; |

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il
HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja dalam IingkUngan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja
sesual dengan bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas*Kebersihan
dan Pertamanan Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.



13

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal 1 September 2008

PJ. WALIKOTA MOJQKERTO
<SS N

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 September 2008
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 25 ¢+ TAHUN 2008 .
TANGGAL - 1 smT_mL}R 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA MOJOKERTO
- KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK |
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN - | SUB BAGIAN
PENYUSUNAN ?{%%i’;‘giﬁ KEPEGAWAIAN
PROGRAM & UMUM
BIDANG BIDANG SARANA
KEBERSIHAN BIDANG PERTAMANAN PRASARANA DAN
PENYULUHAN
SEKS!
SEKSI] Eiﬁ{;}ﬁm PEMBANGUNAN | SEKS! PJiTiIﬁNGAN
EASIL T A8 UM UM DAN PENINCKATAN
TAMAN
| SEKSI SARANA
SEKSI SEKSI PRASARANA DAN
PENAMPUNGAN & PEMELIHARAAN PERBENGKELAN
PENGANGKUTAN TAMAN
SAMPAH
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI
PENGELOLAAN
L TEMPAT
PEMBUANGAN
AKHIR




